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es Perusahaan Peternakan Sapi Potong ialah Perusahaan Peternakan yang
menyelenggarakan Peternakan Sapi dengan produksi utama sapi potong.

f. Perusahaan Peternakan Sapi Perah ialsh Perusahaan Peternskan yang me~
nyelenggarakan Peternakan Sapi dengan produksi utama susu sapie

Pasal 2

=% (1) Perusahaan-perusahaan peternakan yang wajib memiliki Izin Usaha Peter-
EEA nakan adalah sebagai berikut :
- a« PYerusahaan Peternakan Ayam Telur yéng mempunyai produksi 1.500 bu-
tir telur atau lebih per hari atau memiliki 2.500 ekor induk ayam
petelur lebih,

be Ferusahaan Feternzkan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 ekor
ayam per minggu atau 19.500 ekor per tahun atau lebih.

ce Semua Perusahaan Peternakan Ayam Bibit,.

i d. Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 25 ekor atau lebih Induk
Babi atau memiliki jumlzh keseluruhan 125 ekor Babi atau lebih,

e« Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor Sapi Induk
~atau 100 ekor Sapi Dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki
. jumlah keseluruhan 250 ekor sapi potong campuran atau lebih,-

fo Perusahaan Feternakan Sapi Perah yang memiliki 10 ekor Sapi laktasi/
dewasa atau lebih atau memiliki jumlah keseluruhan 20 ckor Szpi ceamw
puran atau lebih,

(2) Usaha~usaha Peternakan Ayam Telur, Ayam Daging, Babi, Sapi Potong dan
Sapi Perah yang, mempunyai jumlah produksi atau memiliki jumlah ternak
dibawah yang tersebut pada ayat (1), dianggap Usaha Peternakan Rakyat
Yang pembinaan pengembangan, dan pengawasannya diatur lebih lanjut oleh
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I cq. Kepala Dinas Peternakan Daerah =
Tingkat I setempat, dengan memperhatikan petunjuk dari Direktur Jenderal
Peternakan,

(3) Jenis-jenis Perusahaan Peternakan yang belum diatur dalam Surat Keputu~-
san ini akan diatur kemudian.

Hagall 9

(%) Untuk perusahaan~-perusahasan Peternaksan yang mempunyai jumlah ternak
atau jumlah produksi sebagai tersebut dibawah ini :

ae. Perusahaan Peternakan Ayam Telur mempwnyai produksi 3,000 butir te=
lur atau lebih per hari atau memiliki 5.000 ekor induk ayam petelur
atau lebih,

be. Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 750 ekor
ayam. per minggu atau 39.000 ekor per tahun atau lebih.

Ce Semua Perusahaan Peternakan Ayam Libit.

- - @s Perusahaan Peternakan Babi yang memiliki 50 ekor atau lebih Induk
%i Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 257 ekor babi atau lebihe

e. Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang mamiliki 200 ekor Sapi Induk
atau 200 ekor Bobi Dewasa untuk digemukkan atau lebih, atau memiliki
jumlah keseluruhan 500 ekor sapi Potong campuran atau lebih.

-f. Perusahaan Peternakan Sapi Perah yang memiliki 20 okor Sapi laktasi/
dewasa atau lebih atau memiliki jumlah koseluruhan 40 skor sapi
perah campuran atau lebiha.

Izin Usaha Feternakan diberikan oleh Menteri Pertanian yang Pelak-
sanaannya dilimpahkan kepada Direktur Jeaderal Peternaxane

(2) Untuk Perusahaan-perusashaan Peternakan yang mempunyai jumleh ternak
atau jumlah produksi sebagai tersebut dibawah ini :

g Perusahaan noesenscese




(1)

. (2)

b (3)

(+)

(5)

(1)
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aes Perusahaan Peternakan Ayam Telur yang mempunyai produksi 1.500 sam=
pai 3000 butir telur perhari atau memiliki 2.500 sampai
5000 ekor Induk ayam petelur.

be Perusahaan Peternakan Ayam Daging yang mempunyai produksi 375 sampai

750 ekor ayam potong per minggu atau 19.500 sampai 39,000 ekor ayam
potong per tahun.

ce Perusshaan Peternakan Babi yang memiliki 25 sampai 50 ekor Induk
Babi atau memiliki jumlah keseluruhan 125 sampail 250 ekor Babi,

ds Perusahaan Peternakan Sapi Potong yang memiliki 100 ekor sampai
200 ckor Sapi Dewasa untuk digemukkan; atau memiliki jumlah keselu=-
ruhan 250 sampai 500 ekor sapi potong campuran,

es Perusahaan Peternakan Sepi Perah yang memiliki 10 sampai 20 ekor
Sapl laktasi/dewasa atau memiliki jumlah keseluruhan 20 sampai 40
ekor Sapi Perah campuran,

1zin Usaha Peternakan diberikan oleh Menteri Pertanian Yang pelaksanaan=
nya dilimpahkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempate.

Pasal &

Setiap orang atau Badan Hukum yang menjalankan Perusahaan Peternakan
sebageimana tersebut dalam Pasal 2 harus memiliki Izin Usaha Peternakan,

Masa berlakunya Izin Usaha Peternakan sebagaimana yang dimaksud dalam
ayat (1) adalah masing-masing sebagai berikut i

l. Perusahaan Peternakan Ayam Telur selama 5 (lima) tahune.

2e Ferusahaan Peternakan Ayam Daging selama 5(1ima) tzhun,

3e Perusahaan Peternakan Ayam Bibit selama 10(sepuluh) tahun,

44 Perusahaan Peternakan Babi selama 5 (lima) tahun,

5« Perusahaan Peternakan Sapi Potong selama 15 (lima belas) tahun,
6e Perusshaan Peternakan Sapi Perah selama 10 (sepuluh) tahun.

Izin Usaha Peternakan seperti yang tersebut pada ayat (1) disamping
bidang usaha utamanya seperti tersebut dalam Pasal 1, juga dapat meli-

puti kegiztan mengumpulkan, mengedarkan dan memasarkan hasil produksi
usahanyae.

Setiap Pemegang Izin Usaha peternakan dapat memperluas usahanya dengan
persetujuan pemberi izin,

Izin Usaha Peternakan yang telah habis masa berlakunya dapat dipere
panjang dengan mengajukan permohonan kepada Pemberi Izin,

Pasal 5

Bagi Perusahaan-Perusahaan sebagaimana dimzksud dalam Pasal 3 ayat (1)
berlakunya ketentuan~-ketentuan sebagai berikut :

(a) Setiap Izin Usaha Peternakan dikenakan Iuran Izin Usaha yang harus
dibayar oleh Pemegang Izin Usaha, A Rp.

(b) Besarnya Iuran Izin Usaha tersebut, ialahZiE.OOO,— (lima belas
ribu rupiah)yang harus dibayar sekaligus,

Uang Iuran Izin Usaha tersebut ayat (1) merupakan pendapatan Negara
yang disetor Kas Negara,

Bagi Perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
Iuran Izin Usahanya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah

Tingkat I setempat, dengan memperhatikan petunjuk dari Direktur Jenderal
eternakan, ;

Pasal 6

Bagl Perusahaan peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1),
untuk memperoleh Izin Usaha Peternakannya harus mengajukan surat permo-
honan kepada Menteri Pertanian cqe Direktur Jdendersl Peternakan diatas
meteral Rpe. 25,= (dua puluh lima rupiah) dengan temhusan kepada

ae Gubernur Xepala Daerah Propinsi Dacrah Tingkat I setempat,

b, Inspekturdfepala Dinas Petcrnakan Propinsi Daerah Tingkat I. setempat,
%e Bupati Kepala Daerah Tingkat II/Walikotamadya setempat,

de Kenzla Dinas Peternakan Kabupaten/Kotamadya setempat,
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(2)
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Bagi perusahaan peternakan sebagaimana dinaksud dalan pasal 3 ayat (2)

untuk menperoleh Izin Usaha Peternakannya harus nmengajukan Surat Perrioe
honan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setenpat denzan tembusan

kepada :

a8, Direktur Jenderal Peternakan.
b. Inspektur/Kepala Dinas Peternakan Propinzi Daerah Tingkat I setenpat,
Ce Bupati kepala Daerah Tingkat II/Walikotanadya setempat.

InspekturdEepala Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I setenpat
setelah nenerina tembusan surat permohonan seperti tercantum dalam -
ayat (1) dan (2), wajib segera nemberikan rekomendasi/pertinbangan teknis
kepada pemberi Izin, :

Pasal 7

Untuk pertinbangan pemberian Izin Usaha Peternakan periochon harus mengisi -
dan melampirkan pada surat Permohonannya suatu Daftar Isian yang bentuke
nya -ditetapkan oleh Direktur Jenderal Peternakan.

Dalan daftar Isian tersebut dicantumkan :

Ge
be

Ca
de
Ceo
Tt
Be
he
i
Je
Ka

(1)

(2)

(1)

(2)

(L)

(2)

Penjelasan Unun Perusahaan, _

Izin/Rekonendasi yang telah dipercleh (antara lain HO, HGU, Izin Lokasi,
Kesélanatan Kerja, Tenaga Asing dll,),

Rencana Produksi, : :

Rencana Penggunaan Tanah dan Peta/Denah'Lokasi,
Rencana Penggunaan Tenaga Kerja, :
Rencana Pemasaran,

Daftar Mesin/Peralatan,

Pembiayaan/Inventasi Proyek,

Sunber Penbiayaan :

Jadwal Penyelesaian/Operasi Proyek,

Kebutuhan lakanan Ternak,

Pagal 8

Perriohonan Izin Usaha Peternskan dapat ditolak karena

8. Bertentangan dengan kebijaksanaan Penerintah,
b, Tidek memenuhi syarat-syarat teknis yang ditetapkan oleh Direktur
¥ g P
Jenderal Peternakane. .
Cc. Dertentangan dengan ketertiban/Kepentingan Unum,
de Tidak memiliki Izin HO dan/atau Izin Lokasi.

'
Penolakan permohonan Izin Usaha Peternakan skan diberi tahukan secara
tertulis.

Pasal 9

Pemberi Izin Usaha Peternakan dapat mencabut Izin Usaha Peternakan
apabila Pemegang Izin Usaha Peternakan :

a, Tidak menenuhi lagi syarat-syarat yang telah ditetapkan,

b, Tidak menunjukkan kegistan usahanya dalam waktu satu tahun berturute-
turut. ' :

ce Melangpar Peraturan Perundangan yang berlaku,

Pencabutan Izin Usaha Peternakan dilakukan dengan Surat Keputusane
: Pasal 10

Bagi Perusahaan sebagaimana dinaksud dalan Pasal 3 ayat (1) Menteri
memberl wewenang kepada Direktur Jenderal Peternakan untuk :

8. Menanda-tangani Surat Keputusan tentang Pemberian Izin Usaha Peter
nakan atau pencabutannya,

b. Mendn#atghgani Surat Penolakan pernohonan Izin Usaha Peternakan

ce Menutup Perusshaan Peternakan yang tidak rienpunyai Izin Usaha Peter~
nakan dan/atau Perusahaan Peternakan yang telah dicabut Izin Usaha-
nyae

Bagi Perusahaan sebagainana dinaksud dalam Pasal 3 ayat (2) Menteri
menberi wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk @

2. Menanda tanzani cecesacos
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a, Henanda tangani surat Keputusan tentang Pemberian Izin Peternakan
atau Pencabutannya,

b, Menanda tangani Surat Penolakan Izin Usaha Peternakan,

ce Menutup Perusahaan Peternakan yang tidak nmenpunyei Izin Usaha Peter-

nakan dan/atau Perusahaan Peternakan yang telah dicabut Izin Usahanya.

Pasal 11 .

Setiap Penegang Izin Usaha Peternakan wajib nemberi laporan secara ber-
kala setiap 6 bulan nmengenai perkembangan perusahaannya kepada Pemberi
Izin dengan tembusan kepada Dinas Peternzakan Daerah Tingkat I dan Dinas
Peternakan Daerah Tingkat II.

Pasal 12

Direktur Jenderal Peternakan atau Pejabat yang ditunjuk olehnya diberi
tugas untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan surat Keputusan ini.

Pasal 13

Direktur Jenderal Peternakan dapat menmberikan syarat=syarat dan petun-
juk sebagai pelaksanaan Surat Keputusan ini,

Pasal 14

Direktur Jenderal Peternakan nmengatur pelaksanaan, penyesuaian Izin U«
saha Peternakan yang telah diterbitkan sebelunm diundangkanaya Peraturan
Pemerintah Nomor 16 Tzhun 1977.

Pagal 15

Halehal yang belum diatur dalan Surat Keputusan ini akan diatur kernudian,

Pasal 16

Surat Keputusan ini mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanzgal : 10 Juni 1980,
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